
BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR ~\ TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKROKABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan organisasi pemerintah yan at fungsi,
tepat proses dan tepat ukuran, perlu embali struktur
tugas dan fungsi perangkat daerah;

b. bahwa dalam rangka memperbaiki,.. .proses orgamsasi yang sesuai
melakukan penyempurn
fungsi perangkat d

c. bahwa berdasafkan
huruf
t

1 a dimaksud dalam
eraturan Bupati Jember

isasi, Tugas dan Fungsi serta
saha Mikro Kabupaten Jember.

:1. or Tahun 2011 ten tang Pembentukan
ang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
nesiaNomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perartgkat
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); ,



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pera~uran
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Provinsi
Kabupaterr/Kota Yang Melaksanakan Fungsi

2017 Tentang
dan Daerah

Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 teritang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menen omor :
13/Per/MA KUKM/2016 tentang pedoman Nemelatur . ang Koperasi
Dan Usaha Kecil Dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Pembinaan Dan Pengendalian Pena

11. Peraturan Daerah Kabup
tentangPemben tukan
Daerah Kabupat
Daerah K

Menetapkan

(Lembaran
bahan Lembaran

~019 ten~

Tahu 2016

ATI TENTANGKEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,
AN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN

HA MIKROKABUPATENJEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember.



6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Jember.

7. Kepala Sub bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Jember.

8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Jember.

9. Unit Pelaksana Teknis daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember.

10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Jember. .

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
APBD Kabupaten Jember.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal2
(1) Dinas merupakan un sur pelaksana urusan pemerintahan di bida

keeil dan menengah.
(2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekr
(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada

urusan pemerintahan yang menja
kecil dan menengah.

(4) Dinas dalam mela pada ayat (3)
menyelenggara
a. Peru
b.

erasi, usaha keeil dan menengah;
1 ang koperasi, usaha kecil dan menengah;

poran daerah di bidang koperasi, usaha keeil dane.

d. Dinas di bidang koperasi, usaha keeil dan
men eng ,an

e. Pe sanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsi serta tugas pem ban tuan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Pereneanaan dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

e. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahi:
1.. Seksi Kelembagaan;dan
2. Seksi Pengawasan;



d. Bidang Produksi dan Restrukturasi Usaha, membawahi :
1. Seksi Produksi;dan
2. Seksi Restrukturasi Usaha;

e. Bidang Pemasaran, membawahi :
1. Seksi Kerjasama;dan
2~ Seksi Promosi;

f. Bidang Pembiayaan, membawahi :
1.. Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi;dan
2. Seksi Fasilitasi Pembiayaan Usaha Mikro;

g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di anggungjawab
kepada Kepala Bidang.

(1) e nakan, melaksanakan, mengkoordinasikan
dministrasi umum, kepegawaian, perencanaan

rta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat,

dan menge
pelaporan d

(2) Untuk mel
mempunya; gsi:
a. P iapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi

umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan dinas;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum,

kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
c. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum,

kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
d. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara

yang menjadi tanggungjawab dinas; dan
e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal5
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan aset dinas,
kepegawaian, pengumpulan dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman, dan

pendistribusian surat;
b. Penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas;
c. Penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan

tamu-tamu, keamanan dan kebersihan dinas serta pelayanan lerumahtanggaan
lainnya;

d. Penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
e. Penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan

dinas;
f.Penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pe
g. Pelayanan administrasi dan pelaksanaan

pendistribusian peralatanj perlengkapan kant ,
h. Penatausahaan, pengamanan dan perli
i.Pengusulan seluruh rencana kebut ;-_T

usaha kepegawaian lainny
j. Penyusunan laporan pereanggi;

(1) Sub Pelaporan mempunyai tugas mengkoordinasikan
pengelolaan , penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan
pelapor erta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a. Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis

dan perencanaan tahunan OPD;
b. Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data informasi OPD;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan

dan pelaporan daerah;
d. Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja,

laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup
dinas;



(3)
a. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program,

kegiatan dan anggaran; dan
b. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasa17

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan anggaran
dinas, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melakasanakan tugas
lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Keuangan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan

rencana perubahan anggaran;
b. Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak Ian ng;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan input data [ada sistem infor S1 keuangan

daerah;
d. Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
e. Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggun
f. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan admini
g. Penyiapan bahan dan pengkoordir~'~'l'-~

periodik dengan BPKAD;
h. Penyiapan bahan mo .ld·CL~"""UII:.

i. Mengumpulkan
pemeriks

j. Pen rdin s
enyusun ~

secara

ngeluaran;
nindaklanjuti laporan hasil

~~~ •.~~_a keuangan;dan
~;E:oE»_n g]awaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Pasa18

idang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pelayanan proses sosialisasi, pembentukan, pendirian dan

perubahan anggaran dasar, serta pembubaran koperasi, pemberdayaan dan
pengembangan standarisasi organisasi, tata laksana,penyuluhan, fasilitasi
advokasi dan hukum Koperasi, dan Usaha Mikro ;

b. Melakukan bimbingan pengawasan, kepatuhan dan akuntabilitas Koperasi, dan
Usaha Mikro;

c. Melakukan penyediaan sarana prasarana pelatihan Perkoperasian dan penilaian
kesehatan Koperasi; dan

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan dan pengembangan kelembagaan Koperasi, dan Usaha Mikro;
b. Pe1aksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Koperasi, dan

Usaha Mikro;
c. Pelaksanaan penyuluhan perkoperasian, dan Usaha Mikro;
d. Pelayanan proses pembentukan, pendirian dan perubahan anggaran,

pembubaran koperasi, dan fasilitasi pembukaan, kantor cabang pembantu dan
kantor kas;

e. Pelaksanaan pengembangan organisasi dan tatalaksana Koperasi, dan Usaha
Mikro;

f. Pelaksanaan bimbingan pengawasan, akuntabilitas, penindakan dan
kepatuhan, advokasi dan konsultasi hukum serta falilitasi penyelesaian
permasalahan perkoperasian, dan Usaha Mikro;

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kelembagaan Koperasi, dan
Usaha Mikro;

h. Pelaksanaan administrasi Bidang Kelembagaan ; dan
i.Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Seksi Kelemb?'"'l;o":V"'-M

P

(1)
a. perubahan anggaran

b. g koperasi, kantor cabang pembantu dan

penataan organisasi dan tatalaksana Koperasi, Usaha
ah dan pondok pesantren;

d. standarisasi pelayanan Koperasi, Usaha Mikro, koperasi sekolah
ok pesantren; dan

e. elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Kelembagaan mempunyai fungsi meliputi :
a. Penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundangundangan di bidang

koperasi;
b. Pelaksanaan sosialisasi atas permohonan pendirian koperasi;
c. Pelaksanaan sosialisasi Gerakan masyarakat sadar koperasi bagi pelajar,

mahasiswa dan santri;
d. Penelitian atas pengajuan pendirian koperasi;
e. Pelaksanaan kegiatan pembinaan,pengembangan koperasi;
f. Pembinaan administrasi tata laksana organisasi koperasi;
g. Pelaksanaan kegiatan penilaian koperasi berprestasi dan berkualitas;
h. Pembinaan pelaksanaan rapat anggota koperasi;



i.Pembuatan laporankelembagaanatasperkembangankoperasi;
j.Pembuatan database koperasi;
k. Pelaksanaan bimbingan teknis perkoperasian dan pelatihan koperasi;
l.Pelaksanaan kegiatan revitalisasi koperasi;
m. Pelaksanaan kegiatan penyebaran model-model pola pengembangan koperasi;

dan
n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf2
SeksiPengawasan

Pasal10

(1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pengawasan, akuntabiltas,

kepatuhan dan pemeriksaan Koperasi, Usaha Mikro, koperasi sekolah dan
pondok pesantren;

b. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan penilaian keseha
simpanpinjam Koperasi, Usaha Mikro, koperasi sekolah dan po pesantren;

c. Melaksanakan penerapan akuntabilitas Koperasi, U ikro, koperasi
sekolah dan pondok pesantren;

d. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksa
pinjam Koperasi, Usaha Mikro, kopera

e. Memantau, analisa, penindakan.dan-sepa
undangan yang berlaku;

f. Melaksanakan pen a sanksi pada Koperasi,
Usaha Mikro en; dan
Melak an oleh Kepala Bidang.

(2) e dimaksud pada ayat (1), Seksi
iputi :

a. aksanaan bimbingan pengawasan, akuntabilitas,
meriksaan koperasi;

b. pemeriksaany pengawasan secara periodik dan berkesinambungan;
c. sanaan tanggapan atas pelayanan pengaduan masyarakat tentang

permasalahan an tara koperasi dengan anggotanya dan koperasi dengan
masyarakat;

d. Pelaksanaan teguran kepadakoperasi, yang tidak mematuhi dan melaksanakan
peraturan perundangundangan;

e. Pelaksanaan panggilan dan peringatan kepada koperasi, yang tidak/belum
menyampaikan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan;

f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, usaha mikro, koperasi sekolah dan
pondok pesantren;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan penilaian kesehatan usaha
simpan pinjam koperasi;

h. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha simp an
pinjam koperasi;



i.Pelaksanaan pemantauan, analisa, penindakan dan kepatuhan;
j.Pelaksanaan penerapan akuntabilitas koperasi;

k. Pelaksanaan penerapan manajemen kelembagaan dan sanksi pada koperasi; dan
l.Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha

Pasalll

(1) Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas :
a. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

peningkatan kualitas produksi di sektor riil, peningkatan standarisasi produk,
pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan;

b. Melaksanakan kebijakan di bidang penyusunan strategi pengembangan us
pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha, penge gan
dan penguatan usaha, perlindungan usaha, dan pengembangan i stasi usaha
baru, koperasi, usahamikro;

c. Melaksanakan pembinaan teknis kepada usaha mi dan produk
pangan tentang manajemen usaha, dan kualit

d. Melaksanakan penerbitan Surat Ketera
e. Melaksanakan tugas lain yang di

(2) Untuk melaksanakan tugas sepagarm
dan Restrukturisasi Usa
a. Pelaksanaan pelaksanaan di bidang

dan diversifikasi produk di
S1

o isi dan peluang, pendampingan, penguatan dan
a pengembangan investasi usaha baru bagi koperasi

c. oordinasi, sinkronisasi dan pemberdayaan serta pembinaan dan
naan usaha di bidang peningkatan kualitas produksi, pengembangan

an diversifikasi produk di sektor riil;
Penyusunan data dan informasi di bidang pembinaan dan pengembangan usaha
milcro

e. Peningkatan standarisasi produk, serta penyusunan strategi pengembangan
us aha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha,
pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha, dan pengembangan
investasi usaha baru koperasi dan usaha mikro;

f. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang peningkatan kualitas
produksi di sektor riil;

g. Pelaksanaan administrasi bidang produksi dan restrukturisasiusaha;
h. Pemberian Penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi usaha mikro; dan
i.Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.



Paragraf 1
Seksi Produksi

Pasa112

(1) Seksi Produksi mempunyai tugas :
a. Melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas produksi di sektor riil bagi

Koperasi dan Usaha Mikro kerajinan, usaha mikro produk pangan, usaha mikro
sekolah, usaha mikro Pondok Pesantren serta usaha mikro lainnya ;

b. Melaksanakan peningkatan standardisasi dan Hak Kekayaan Intelektual produk
Koperasi dan Usaha Mikro kerajinan, usaha mikro produk pangan, usaha mikro
sekolah, usaha mikro Pondok Pesantren serta usaha mikro lainnya ;

c. Melaksanakan penguatan jaringan usaha;
d. Melaksanakan pembinaan teknis kepada usaha mikro kerajinan dan produk

pangan tentang manajemen usaha, dan kualitas produk;
e. Memberikan penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU)bagi Usaha Mi
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepalaBidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada a
mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas . I bagi Koperasi

dan Usaha Mikrokerajinan, usaha mikr mikro s ah,
usaha mikro Pondok Pesantren s

b. pelaksanaan peningkatan
Koperasi dan Usaha
sekolah, usah 0 P

c. pelaksa
d. r an Usaha (SKU)bagi Usaha Mikro: dan

awabanataspelaksanaan tugas.

Paragraf2
Seksi Restrukturisasi Usaha

Pasa113

Seksi Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas :
a. Melaksanakanpemetaankondisi dan peluang usahaKoperasi dan Usaha

Mikrokerajinan, usaha mikro produk pangan, usaha mikro sekolah, usaha
mikro Pondok Pesantren serta usaha mikro lainnya ;

b. Melaksanakan PendampinganUsaha Koperasi dan Usaha Mikrokerajinan,
usaha mikro produk pangan, usaha mikro sekolah, usaha mikro Pondok
Pesantren serta usaha mikro lainnya ;

c. Melaksanakan penguatan dan perlindungan usaha Koperasi dan Usaha
Mikrokerajinan, usaha mikro produk pangan, usaha mikro sekolah, usaha
mikro Pondok Pesantren serta usaha mikro lainnya ;

d. Melaksanakan penyusunan data dan informasi di bidang pembinaan dan
pengembangan usaha mikro;

e. Mengembangkan investasi usaha baru Koperasi dan Usaha Mikro; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Seksi
Restrukturisasi Usaha, mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pemetaan kondisi dan peluangusaha Koperasi dan Usaha

Mikrokerajinan, usaha mikro produk pangan, usaha mikro sekolah, usaha
mikro Pondok Pesantren serta usaha mikro lainnya ;

b. PelaksanaanPendampinganUsaha Koperasi dan UsahaMikro;
c. Pelaksanaan penguatan dan perlindungan us aha Koperasi dan Usaha Mikro;
d. Pelaksanaan penyusunan data dan informasi di bidang pembinaan dan

pengembangan usaha mikro;
e. Pengembangan investasi usaha baru Koperasi dan Usaha Mikro; dan
f. Penyusunan laporanpertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Pemasaran

Pasal14

(1) Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, auan, analisis,
evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pro yang diberik
oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas Bidang
Pemasaran, mempunyai fungsi
a. Pelaksanaan peru s sinkronisasi, serta

a poran di bidang pemasaran;
b. rdinasi dan sinkronisasi, serta

a a analisis, evaluasi, dan pelaporan di
. dan jaringan pemasaran;

c. kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di

d. perumusan kebijakan operasional penyediaan dan peningkatan

Paragraf 1
Seksi Kerjasama

Pasal15

arana prasarana pemasaran;
e. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemasaran; dan
f.Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(1) Seksi Kerjasama mempunyai tugas:
a. Menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka

pengembangan kerjasama Koperasi dan Usaha Mikro;
b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, fasilitasi kerjasama antara Koperasi dan

Usaha Mikro dengan Stakeholder;
c. Me1aksanakan pendataan, analisa dan identifikasi kebutuhan sarana dan

prasarana inkubasi usaha;
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasarna,
mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka pengembangan

kerjasama Koperasi dan Usaha Mikro;
b. Penyedia fasilitasi kerjasama antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan

Stakeholder;
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama Koperasi dan

Usaha Mikro dengan Stakeholder;
d. Pelaksanaaan pendataan, analisa dan identifikasi kebutuhan sarana dan

prasaranainkubasiusaha; dan
e. Penyusunan laporan pertanggungjwaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf2
Seksi Promosi

Pasal16

(2)

rangka
Promosi

(1) Seksi Prornosi, mempunyai tugas:
a. Menyiapkan bahan pengumpulan dan

penyusunan pedoman dan petunjuk
Koperasi, dan Usaha Mikro;

b. Melaksanakan koordinasi denga 1_./" .....,_....- ....

dalam pengembangan Pro
c. Melaksanakan peme
d. Melaksanak

dan pe .

r lainnya

negeri;
an pelaksanaan penyediaan

e.
~]:J.H1.S

k-produk Koperasi dan Usaha Mikro di

f. engelolaan usaha mikro; dan
s lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi,

ai fungsi :
enyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengembangan Promosi
Koperasi, dan Usaha Mikro;

b. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Stakeholder lainnya
dalam pengembangan Promosi Koperasi, dan Usaha Mikro;

c. Pelaksanaan pemetaan potensi pasar di dalam dan luar negeri;
d. Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional penyediaan dan peningkatan

sarana prasarana pemasaran;
e. Pelaksanaan kegiatan promosi produk-produk Koperasi dan Usaha Mikro di

dalam dan luar negeri; dan
f. Penyusunan laporanpertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

g.



Bagian Kelima
Bidang Pembiayaan

Pasal17

(1) Bidang Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan,
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi permodalan,
pengembangan usaha simpan pinjam konvensional dan syariah, serta pembiayaan
dan jasa keuangan Koperasi, Usaha Mikro serta tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pembiayaan mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi permodalan, pengembangan

usaha simpan pinjam dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat, serta pembiayaan
non bank danjasa keuangan;

b. Pelaksanaan fasilitasi permodalan;
c. Pelaksanaan fasilitasi pembiayaan non bank dan jasa keuangan;
d. Pelaksanaan fasilitasi penjaminan kredit;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga perbankan
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan dan

Koperasi Bank Perkreditan Rakyat;
g. Pelaksanaan administrasi Bidan
h.

1) Seksi Fasilit
a.

CLCLU ......Koperasi, mempunyai tugas:
n penyusunan pedoman teknis fasilitasi pembiayaan

a mikro, mikro sekolah dan pondok pesantren;
dan melaksanakan kegiatan pengembangan organisasi usaha

Koperasi,
b. Me . pkan

simpan pmjam;
C. Melaksanakan fasilitasi permodalan, kemitraarr/ linkage program lembaga

perbankan dan non perbankan dengan Koperasi;
d. Melaksanakan fasilitasi kredit perbankan, penjaminan kredit, asuransi, anjak

piutang dan sekuritisasi aset Koperasi;
e. Melaksanakan fasilitasi pengembangan pembiayaan modal penyertaan,

penerbitan surat utang dan modal ventura Koperasi; dan
f. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan usaha

pinjam dan pembiayaan syariah;
g. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan usaha simpan pinjam dan

pembiayaan syariah;
h. Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama antar KSP/USP-

Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah; dan
1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitasi
Pembiayaan Koperasi mempunyai fungsi meliputi :
a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi permodalan, pengembangan

us aha simpan pinjam dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat, serta pembiayaan
non bank dan jasa keuangan;

b. Pelaksanaan fasili tasi permodalan;
c. Pelaksanaan fasilitasi pembiayaan non bank dan jasa keuangan;
d. Pelaksanaan fasilitasi penjaminan kredit;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga perbankan dan non perbankan;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan usaha simpan pinjam koperasi dan

Koperasi Bank Perkreditan Rakyat;
g. Pelaksanaan administrasi Bidang Pembiayaan;
h. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan usaha

pembiayaan syariah;
1. melaksanakan kebijakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan
J. Melaksanakan fasilitasi pengembangan kerjasama

dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari
k. Penyuluhan Tentang Peraturan Perundang-U

Jasa Keuangan Koperasi; dan
l. Penyusunan laporan pertanggun .

ikro mempunyai tugas:
a. sun an pedoman teknis fasilitasi pembiayaan Usaha

b. fasilitasi permodalan, kemitraarr/Iinkage program lembaga
per an dan non perbankan dengan Usaha Mikro;

c elaksanakan fasilitasi kredit perbankan, penjaminan kredit, asuransi, anjak
piutang dan sekuritisasi aset Usaha Mikro;

d. Memfasilitasi pengembangan pembiayaan modal penyertaan, penerbitan surat
utang dan modal ventura Usaha Mikro;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
permodalan usaha mikro;

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penguatan permodalan bantuan dan
kredit dana pemerintah; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitasi

Pembiayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi meliputi :
a. Penyuluhan tentang peraturan perudang-undangan ten tang pembiayaan Usaha

Mikro, mikro kerajinan, mitra sekolah dan pondok pesantren;
b. Penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis fasilitasi pembiayaan Usaha

Mikro,mikro kerajinan, mitra sekolah dan pondok pesantren ;



c. Pelaksanaan fasilitasi permodalan, kemitraan/linkage program lembaga
d. perbankan dengan Usaha Mikro;
e. Pelaksanaan fasilitasi kredit perbankan, penjaminan kredit, asuransi, anjak

piutang dan sekuritisasi aset Usaha Mikro;
f. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan pembiayaan modal penyertaan, penerbitan

sur at utang dan modal ventura usaha mikro;
g. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan permodalan usaha mikro;
1. Melaksanakan fasilitasi penguatan permodalan bantuan dan kredit dana

pemerintah; dan
J. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

BAB IV
UPTD

Pasa120

(1) UPTDmempunyai tugas menbantu pelaksanaan sebagian tugas Dina
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah d tanggungjawab

kepada Kepala Dinas.
(3) UPTDdibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
(4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin ole

berada di bawah dan bertanggungjaw
(5) Jumlah, Nomenklatur, Susun

diatur dengan Peraturan
UPTD

(1) Kelompok J gsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahlia a.
S 'ap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat
oleh Bupati.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BABVI
TATAKERJA

Pasa122

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan funginya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan
masing - masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah
Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsi masing masing.



(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambillangkah - langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggungjawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat waktu. .

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. .

(6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan
wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Pasa123
Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DAL

Pasa124
(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan 01

yang memenuhi syarat atas usul Se
perundang - undangan.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang,
diberhentikan oleh Bu
usul Kepala Di
perundangu

1 diangkat dan
emenuhi syarat atas

dengan peraturan

BAB VIII
ESELON JABATAN

Pasa125
(1) Kepala Din Jabatan eselon II b atau Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratam .
S etaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan Administrator.
Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan Administrator.
Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IVa
atau Jabatan Pengawas.

(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan Eselon IV b atau
Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasa126
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 43
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2016 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasa127

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Diundangkan di Jember
pada tanggal 8 fvlcu-e_t 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDYS

Diundangkan di Jember
pada tanggal 8 U'v1 ~-t 2021

DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 1.\
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